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BAB II 

GADAI (RA>HN) DAN ‘URF 

 

A. Gadai (ar-Rahn) 

1. Pengertian Gadai (ar-Rahn) 

Dalam istilah arab gadai diistilahkan dengan ‚rahn‛ dan dapat 

dinamai juga dengan al-h}absu. Secara etimologis rahn berarti tetap atau 

lestari, sedangkan al-h}absu berarti pemahaman. Adapun dalam pandangan 

syara’, berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut 

pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian 

manfaat barangnya itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang 

lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak 

ataupun berupa ternak berada dibawah kekuasaannya pemberi pinjaman 

sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai 

menurut syara’.1 

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi 

pinjaman sebagai jaminan. 

Gadai (ar-rahn) adalah menahan harta salah satu milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang 

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang 

                                                             
1
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12 (Bandung: Al-Ma’arif, 1998),139. 
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menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh 

atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai.
2
 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-

piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang 

yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap 

hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang 

menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima 

gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah 

SAW., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai 

nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong 

menolong.
3
 Selain dari pengertian gadai yang dikemukakan diatas, berikut 

pendapat para Ulama mengenai pengertian dari gadai (rahn): 

a. Ulama Syafi’iyah 

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang 

dipenuhi dari harganya, bila yang utang tidak sanggup membayar 

utangnya. 

b. Ulama Hanabilah 

Suatu benda yang dijadikan keprcayaan suatu utang,untuk 

dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar 

utangnya.
4
 

                                                             
2
 Mohammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128. 

3
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3 

4
 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu, jilid 4 ( Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 4208. 
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c. Ulama Malikiyah 

Suatu benda yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya 

untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
5
 

 

2. Landasan Hukum 

Gadai hukumnya ja>iz (boleh) menurut al-kitab, sunnah dan ijma>’: 

Dalil al-kitab: 

                               

                              

                

Artinya : ‚Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).
6
 

 

Inti dari ayat diatas tersebut adalah baik ketika berada dirumah 

maupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang dituliskan tetapi 

jika terpaksa karena tidak adanya penulis atau sama-sama terburu dalam 

perjalanan antara berhutang dan yang berpiutang maka sebagai pengganti 

                                                             
5
 Ibid, 4208. 

6
 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 71 
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penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang 

berpiutang sebagai jaminan atas uang yang dihutangkan itu.
7
 

Dalil As-Sunnah: 

a. Hadith dari ‘Aisyah r.a 

ْإِلَْْيَ هُوْدِيَْْمِنْْْطَعَامًاْإِشْتَ رَىْوَسَلَّمَْْعَلَّيْوِْْاللَّوُْْلَّىصَْْالنّبَِْْأَنَْْقَالَ،ْعَنْوُْْاللَّوُْْرَضِيَْْعَائِشَةَْْعَنْْ
(.۹۱٦۲:ْالبخاريْرواه.)حَدِيْدٍْْمِنْْْدَرْعًاْوَرَىْنوُُْْاَجَلٍْ  

‚dari ‘Aisyah r.a berkata, bahwa seseungguhnya Nabi SAW. 

membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran 

ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya‛.(HR. 

bukhari:1962)
8
 

 

Dari ayat dan hadith-hadith diatas jelaslah bahwa gadai (rahn) 

hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan 

maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-Baqarah 

ayat 283 dijelaskan bahwa gadai dikaitkan dengan orang yang sedang 

dalam perjalanan. Akan tetapi, dalam hadith-hadith tersebut nabi 

melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa 

gadai tidak terbatas hanya untuk orang yang sedang dalam perjalanan 

saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah.
9
 

 

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Rahn 

a. Rukun Rahn: 

1. Adanya ‘a>qid (orangyang berakad). 

2. Sighat  

                                                             
7
 Hamka, Tafsir al-Azhar,Juz III,  (Jakarta: Pustaka Pajimas,2003), 119-120. 

8
 Imam Zainudin Achmad bi Al-Lathif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah: 

Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 526. 
9
 Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2010), 289. 
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3. Adanya marhu>n (barang gadaian) 

4. Adanya marhu>n bih (hutang) 

b. Syarat Rahn: 

1. ‘a>qid (ra>hin dan murtahin)  

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaknira>hin dan 

murtahin harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat dan 

baligh. 

2. Syarat sighat  

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan 

waktu dimasa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang 

dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli.  

3. Syarat marhu>n 

Menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga 

syarat. Pertama, haruslah berupa barang. Kedua, penetapan 

kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak 

terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala 

sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.  

4. Marhu>n bih  

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada 

pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang 

menjadi hutang tidakbisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus 

dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya.
10

 

                                                             
10 Ismail Nawawi, FiqhMuamalah, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 335-336. 
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c. Syarat-syarat dari marhu>n (barang yang digadaikan) antara lain: 

1. Harus bisa diperjualbelikan. 

2. Harus berupa harta yang bernilai. 

3. Barang gadaian harus ma>l mutaqawwim,  barang yang boleh 

diambil manfaatnya menurut syara’ sehingga memungkinkan 

untuk dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. 

4. Barang yang digadaikan harus diketahui atau jelas keadaan 

fisiknya, seperti halnya dalam jual-beli. 

5. Harus dimiliki oleh ra>hin, setidaknya harus atas izin pemiliknya. 

 

4. Hukum-hukum Gadai 

a. Hukum gadai yang s}ah}i>h}, 

Adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Akad gadai 

mengikat bagi ra>hin, bukan bagi murtahin. Oleh karena itu, ra>hin 

tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan 

jaminan (borg) atas utang. Sebaliknya murtahin berhak untuk 

membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad 

tersebut untuk kepentingannya. 

b. Hukum gadai yang ghair s{ah}i>h},  

Adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. 

Menurut Hanafiyah, ghair s}ah}i>h} itu terbagi menjadi dua bagian: 

1) Ba>thil 
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Akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, misalnya hilangnya 

kecakapan pelaku akad seperti gila atau idiot, atau kerusakan pada 

objek akad misalnya barang yang digadaikan (marhu>n) tidak 

bernilai sama sekali. 

2) Fa>sid 

Adalah suatu akad yang tejadi suatu kerusakan pada sifat akad, 

misalnya barang yang digadaikan ada sangkutan dengan barang 

yang lain, atau barang yang digadaikan itu masih di tangan 

penjual dan belum diserahkan kepada pembeli. 

Para Ulama sepakat bahwa akad gadai yang tidak s}ahi>h, baik fa>sid 

maupun ba>thil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan 

barang yang digadaikan. Dalam  hal ini murtahin tidak memiliki hak 

untuk menahan barang gadaian, dan ra>hin berhak meminta kembali 

barang yang digadaikannya dari murtahin. Apabila murtahin menolak 

mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka murtahin dianggap 

sebagai ghasib dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang 

sama.
11

 

 

5. Akibat-akibat Hukum Gadai 

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang 

yang digadaikan (marhu>n) kepada murtahin, maka timbullah hukum-

hukum sebagai berikut: 

                                                             
11

Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2010),306. 
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a. Adanya hubungan antara utang dengan jaminan 

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, 

bukan utang-utang yang lain. 

b. Hak untuk menahan jaminan 

Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak 

kepada murtahin untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan 

orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan ‘adl dengan 

tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo 

maka jaminan bisa dijual untuk membayar utangnya.  

c. Menjaga barang jaminan (marhu>n) 

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka murtahin wajib 

menjaga jaminan tersebut seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena 

jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah. 

d. Pembiayaan atas barang jaminan (marhu>n) 

Para Ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan 

dibebankan kepada ra>hin. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 

tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh ra>hin. 

1) Menurut Ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara ra>hin 

selaku pemilik barang dan murtahin, yang dibebani 

pemeliharaannya dengan rincian sebagai berikut: 

a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan barang 

jaminan dibebankan kepada ra>hin karena barang tersebut 

miliknya. 
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b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan barang 

jaminan dibebankan kepada murtahin, karena ia yang 

menahan barang tersebut termasuk resikonya. 

2) Menurut Jumhur yang terdiri dari atas Malikiyah, Syafi’iyah 

dan Hanabilah, semua biaya yang berakitan dengan barang 

jaminan dibebankan kepada ra>hin, baik yang berkaitan dengan 

biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila 

ra>hin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut 

Malikiyah, biaya dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi 

menurut Syafi’iyah hakim harus memaksa ra>hin untuk 

memberikan biaya yang berkaitan dengan barang jaminan, 

apabila ia berada ditempat dan dipandang mampu. Apabila 

ra>hin tidak mampu, maka hakim bisa memerintahkan murtahin 

untuk membiayainya dan biaya tersebut kemudian 

diperhitungkan sebagai utang ra>hin. Menurut Hanabilah 

apabila murtahin mengeluarkan biaya tanpa persetujuan ra>hin, 

padahal ia mampu untuk meminta izin kepadanya, maka 

berarti murtahin melakukannya dengan sukarela, dan oleh 

karenanya ia tidak berhak meminta ganti pada murtahin. 

e. Mengambil manfaat atas barang jaminan.
12

 

 

 

                                                             
12

 Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Mu’a>malat, ( Jakarta: Amzah, 2010),306-308. 
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6. Pengambilan Manfaat  Barang Gadai dan Hasilnya 

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa benda yang 

digadaikan tetap berada dalam penguasaan/ berada di tangan penerima 

gadai, yaitu selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum 

melunasi hutangnya. Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut 

ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak pemberi gadai, termasuk 

hasil barang gadaian tersebut seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab 

perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk 

mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan penerima gadai 

memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan qira>d} yaitu 

harta yang diberikan kepada seseorang kemudian dia mengembalikannya 

setelah ia mampu, yang melahirkan kemanfaatan dan di setiap jenis qira>d} 

yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Namun apabila 

jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi 

atau diperah susunya, maka penerima gadai dibolehkan untuk 

menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sagai imbalan 

jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang 

gadaian tersebut.
13

 Dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut yaitu 

dalam ketentuan Rasulullah SAW., yang berbunyi: 

ْيُ ركَْبُْْالظَّهْرُْ:)وَسَلَّمَْْعَلَّيْوِْْاللَّوُْْصَلَّىْاللَّوِْْرَسُوْلُْْقَالَْْقَالَ،ْعَنْوُْْاللَّوُْْرَضِيَْْىُرَيْ رَةَْْأَبِْْعَنْْ
ْمَرْىُوناًْكَانَْْإِذَاْبنَِ فَقَتِوِْ ْيَ ركَْبُْْالّذِىْْْوَعَلَّىْمَرْىُوْناًْكَانَْْإذَاْبنَِ فَقَتِوِْْيشُْرَبُْْالدُرّْْوَلَبَُْ,

 (.۲۱۹۲ْ,ْالبخاريْرواه(.ْ)لنَ فَقَةُْاْوَيَشْرِبُْ

                                                             
13

 Chairuman Pararibu, Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika), 142-143. 
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 ‚dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: boleh 

menunggangi binatang gadaian jika ia memberi makan, begitu juga 

boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. 

Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan.‛ 

( HR. Bukhari: 2512 )
14

 

  

Ada perbedaan pendapat para Ulama mengenai pengambilan 

manfaat atas barang yang digadaikan, yaitu:  

a. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa buah dan manfaat apapun 

yang dihasilkan dari barang gadai menjadi hak penggadai (ra>hin), 

selama penerima gadai (murtahin) tidak mensyaratkan itu. Bila 

mensyaratkan demikian, maka menjadi miliknya dengan tiga syarat: 

1) Utang itu karena jual-beli barang, bukan karena pinjaman. 

2) Penerima gadai mensyaratkan manfaat barang gadai itu untuk 

dirinya. Jika penggadai secara suka rela menyerahkan manfaat 

barang gadainya, maka tidak boleh diambil. 

3) Masa manfaatnya ditentukan dengan jelas. Jika tidak ditentukan 

maka tidak sah. 

Bila ketiga syarat diatas terpenuhi oleh penerima gadai (murtahin), 

maka penerima boleh mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. 

Tetapi jika utang itu karena pinjaman (bukan jual-beli), maka tidak 

boleh mengambil manfaat apapun, baik disyaratkan atau tidak, 

dibolehkan oleh penggadai atau tidak. 

b. Syafi’iyah: mereka berpendapat bahwa penggadai (ra>hin) berhak atas 

manfaat barang gadainya, namun demikian barang gadai harus tetap 

                                                             
14

 Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah: 

Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 526. 
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di tangan penerima gadai. Penggadai (ra>hin) tidak boleh mengambil 

alih atas barang gadai kecuali untuk tujuan mengambil manfaatnya. 

Penggadai (ra>hin) boleh mengambil manfaat barang gadainya selama 

tidak menyebabkan berkurangnya (harga) barang, seperti menempati 

rumah gadainya dan menunggangi binatang gadainya tanpa izin 

penerima gadai (yaitu jika penggadai menanggung biaya nafkahnya). 

Sedangkan memanfaatkan barang gadai yang dapat mengurangi 

harga, tidak sah, kecuali atas izin penerima gadai (murtahin). 

c. Hanafiyah: mereka berpendapat bahwa penggadai (ra>hin) tidak boleh 

memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun kecuali atas izin 

penerima gadai (murtahin). Namun demikian, manfaat dan hasil yang 

didapat dari barang gadai itu tetap menjadi hak penggadai (ra>hin), 

seperti anaknya, susunya, buahnya, dan lain sebagainya. Bila itu tetap 

berada ditangan murtahin hingga jatuh tempo pembayaran utang, 

maka dapat diperhitungkan sebagai bagian dari  pelunasan utang. 

Tetapi seandainya rusak sebelum jatuh tempo pembayaran, maka 

tidak dapat diperhitungkan, melainkan dianggap seolah-olah tidak 

ada. 

d. Hanabilah: mereka berpendapat bahwa barang gadai itu boleh jadi 

berupa hewan tunggang atau hewan perah, atau selain hewan. Bila 

berupa hewan perah atau hewan tunggang, maka penerima gadai 

boleh menunggang atau memerahnya tanpa seizin penggadai (ra>hin) 

sebagai kompensasi atas nafkah yang diberikan, tetapi harus tetap 

memperhatikan keadilan. Bila bukan berupa hewan, maka penerima 
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gadai (murtahin) boleh mengambil manfaat secara cuma-cuma 

mengambil manfaat dari barang itu setelah diiznkan oleh penggadai 

(ra>hin), asalkan gadainya bukan karena qard} (pinjaman). Bila karena 

qard} maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari 

barang tersebut sekalipun diizinkan, karena itu riba. Penggadai 

(ra>hin) boleh mengizinkan penrima gadai menjual barang gadainya 

dalam tiga hal: 

1) Mengizinkannya menjual sebelum jatuh tempo bayar utang 

dengan syarat harganya dijadikan sebagai pengganti barang 

gadainya.  

2) Mengizinkannya menjual setelah sebagian utangnya dibayar.  

3) Mengizinkannya menjual sebelum ada pembayaran utang.
15

 

 

 

B.  Al-‘Urf 

1. Pengertian al-‘Urf 

‘Urf dalam pengertian bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan 

yang dilakukan. Dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna: 

النَْمَْ كُْلّْاْاعَْتَادَهُْ نَ هُمْ،ْأَوْلَفْظٌْتَ عَارَفُ وْاْإِْْاسُْوَسَارُوْاْعَلَّيْوِْمِنْ طْلَاقَوُْعَلَّىْمَعْنًًْفِعْلٍْشَاعَْبَ ي ْ
رَهُْعِنْدَْسِِاَعِوِْ اللُّغَةُْوَلَايَ تَبَادَرُْغَي ْ  خَاصٍّْلَاتَألََفَوُْ

‚sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer 

diantara mereka, ataupun sutau kata yang biasa mereka 

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian 

                                                             
15

 Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab, terjemah: Chatibul Umam (Jakarta: Darul 

Ulum Press, 2001), 277-285. 
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etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dalam pengertian lain.‛ 

 

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

‘a>dah yaitu: 

ْباِلْقَبُ وْلِْْالسَّلِّيْمَةُْْالطّبََاعُْْوَتَ لَّقَتْوُْْالْعُقُوْلِْْجِهّةِْْمِنْْْسِْالنُ فُوْْْفِْْمَاسْتَ قَرَْ
 

‚sesuatu yang mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar‛ 

 

Kata al-‘a>dah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan 

dengan berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.
16

 

2. Macam-macam ‘Urf 

‘Urf terdiri dari dua bentuk, yaitu al-‘urf al-qauli> (kebiasaan 

dalam bentuk perkataan) dan al-\urf al-fi’li> (kebiasaan dalam bentuk 

perbuatan). Ditinjau dari segi perkataan maupun perbuatan ‘urf itu ada 

dua macam, yaitu: 

1. Al-‘urf al-‘A>mm 

Yaitu sesuatu kebiasaan warga negara atau ahli suatu 

tempat tertentu, pada waktu tertentu pula. 

2. Al-\Urf al-Kha>s}.  

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 

masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.
17

 

Ditinjau dari segi keabsahannya al-‘urf dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
16

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 209. 
17

 Masjkur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), 109-111. 
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1. Al-‘Urf as}-S}ah{i>h}ah 

  Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu 

masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan 

tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat 

dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya 

sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan 

pihak lelaki pada saat meminangnya dianggap hadiah bukan mahar. 

2. Al-‘Urf al-Fa>sidah 

  Yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai 

menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan 

minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara 

keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi 

pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.
18

 

 

3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum atau Dalil Syara’, 

Para Ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil 

dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan ‘urf s}ah}i>h}. Dan 

tidak dengan dengan hukum Islam , baik berkaitan dengan al-‘a>mm 

maupun al-khas}}. Dalam pandangan al-Qarafi (w.684H/1258M), seorang 

ahli fiqh madhhab Maliki, seorang mujtahid hendak menetapkan suatu 

hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak 

                                                             
18

 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009).154.  
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bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan 

dalam masyarakat tersebut.
19

 

Adapun kehujjahan’urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas 

argumen-argumen berikut ini: 

a. Surat al-A’ra>f ayat 199: 

                      

 

Artinya: ‚jadilah engkau pemaaf dansuruhlah orang 

mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-

orang yang bodoh‛. (QS. Al-A’ra>f: 199).
20

 

 

 Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum 

muslimin untuk mengerjakan yang ma’ru>f. Sedangkan yang disebut 

ma’ru>f itu adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 

dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak 

manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum 

ajaran Islam.
21

 

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud: 

سّْلِّمُوْنَْحَسَّنًاْفَ هُوَْعِنْدَْاللَّوِْحَسَّنٌْوَمَارَأَهُْالْمُسّْلِّمُوْنَْسَيْئًاْفَ هُوَْعِنْدَْاللَّوِْفَمَاْرأَهَُْالْمُْ
 سَيْئٌْ

 
‚sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik 

disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia 

buruk disisi Allah‛.
22

 

 

                                                             
19

Amir syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 
Komprehensif,(Jakarta :Zikrul Hakim, 2004). 102. 
20

Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 176. 
21

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011),212. 
22 Ibid., 212. 
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 Ungkapan Abdullah bin Mas’ud r.a di atas, baik dari segi 

redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-

kebiasaan baik yang berlaku di dalam adalah juga merupakan sesuatu 

yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan 

kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan 

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
23

 Padahal, 

dalam pada itu Allah SWT berfirman pada surat al-Ma>’idah: 6: 

                          

         

 

Artinya: ‚Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur.‛
24

 

 

Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-

al-Qur’an di turunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan 

kebiasaa-kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, 

kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadith-hadith 

Rasulullah SAW juga banyak sekali yang mengakui eksistensi ‘urf yang 

berlaku ditengah masyarakat, seperti hadith yang berkaitan dengan jual-

beli pesanan (salam). 
25

 

 Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para Ulama Ushul Fiqh 

merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya 

adalah yang paling mendasar: 
                                                             
23 Ibid., 213. 
24 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 108. 
25 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), 142. 
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 الْعَادَةُْمَُُكَّمَةٌْ
a. Adat kebiasaan itu bisa menjadi  hukum. 

ْالَْْْ ةِْوَالَْْمْكِّنَةِْزْمِنَْلَايُ نْكَّرُْتَ غَيُ رُْالَْْحْكَّامِْبتَِ غَيُُِّ  
b. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan 

zaman dan  tempat. 

كَْاالْمَشْرُوْطِْشَرْطًا  ألْمَعْرُوْفُْعُرْفًا
c. Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu 

menjadi syarat. 

كَْْ االثّاَبِتِْباِلنّصّْالثّاَبِتُْباِلْمَعْرُوْفِ  
d. Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan 

melalui nas} (ayat dan atau hadith). 

Para Ulama juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan 

kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada 

zaman tertentu dan tempat tertentu.
26

 

 

4. Syarat-syarat ‘Urf. 

Para Ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat 

dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. ‘Urf itu (baik yangbersifat khusus dan umum maupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan), berlaku secara secara umum. Artinya, ‘urf 

itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah 

                                                             
26

 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logos, 1996), 142-143. 
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masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat 

tersebut. 

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran 

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 

hukumnya. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah Us}u>liyah yang 

menyatakan : 

رَةَْللِّْعُرْفِْالطّاَرئِِْ  لَاعِب ْ
 

‚’urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran 

hukum terhadap kasus yang telah lama.‛ 

 

c. ‘urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua 

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 

dilakukan, seperti dalam jual-beli, yang mana telah disepakati oleh 

penjual dan pembeli, bahwa barang yang dibeli dibawa sendiri oleh 

pembeli kerumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa barang 

yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi 

dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan 

membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka ‘urf itu tidak 

berlaku lagi. 

d. ‘urf itu tidak bertentangan dengan nas}, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung nas} itu tidak bisa diterapkan.’Urf seperti ini 

tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa 
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diterima apabila tidak ada nas} yang mengandung hukum 

permasalahan yang dihadapi.
27

 

5. Pertentangan ‘Urf dengan Dalil Syara’ 

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya 

bertentangan dengan nas} dan adakalanya bertentangan dengan dalil 

syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nas}, para ahli 

Ushul Fiqh merincinya sebagai berikut: 

a. Pertentanga ‘urf dengan nas} yang bersifat khusus/rinci. 

  Apabila pertentangan ‘urf dengan nas} khusus menyebabkan 

tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas}, maka ‘urf tidak 

dapat diterima. Misalnya, kebiasan di zaman jahiliyah dalam 

mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama 

dengan anak kandung, sehingga mereka medapat warisan apabila 

ayah angkatnya wafat.‘Urf seperti ini tiak berlaku dan tidak dapat 

diterima. 

b. Pertentang ‘urf dengan nas} yang bersifat umum 

  Menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa’, apabila ‘urf telah 

ketika datangnya nas} yang bersifat umum, maka harus dibedakan 

antara ‘urf al-lafz}i> dengan ‘urf al-‘amali>. Apabila ‘urf tersebut 

adalah ‘urf al-lafz}i> maka ‘urf itu bisa diterima, sehingga nas} yang 

umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafz}i> yang telah berlaku 

                                                             
27

 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta : Logos, 1996), 143-144. 
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tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan 

bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya. 

Apabila‘urf yang ada ketika datangnya nas} yang bersifat umum itu 

adala ‘urf al-‘amali>, maka terdapat perbedaan pendapat ulama 

tentang kehujjahannya menurut ulama Hanafiyah, apabila ‘urfal-

‘amali> itu bersifat umum, maka‘urf tersebut dapat mengkhususkan 

hukum nas} yang umum, karena pengkhususan nas} tersebut tidak 

membuat nas} itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan tersebut 

menurut ulama Hanafi, hanya sebatas al-‘urf al-‘amali> yang berlaku, 

diluar itu nas} yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. 

c. \Urf yang terbentuk belakangan dari nas} umum yang bertentangan 

dengan ‘urf tersebut. 

  Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nas} yang 

bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka 

seluruh Ulama fiqh sepakat menatakan bahwa ‘urf seperti ini, baik 

yang bersifat lafz}i> (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali> (praktik), 

sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam 

menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika 

nas} syara’ telah menentukan hukum secara umum.  


